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ABSTRAK  

A.IIS ANRIYANA AK. 04020220097: dengan judul 
“TINJAUAN HUKUM TENTANG PERSETUJUAN ISTRI IZIN 
POLIGAMI BAGI SUAMI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR.” 
Dibawah bimbingan Nurul Qamar selaku ketua pembimbing dan 
Sahban sebagai anggota pembimbing. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 
mekanisme dan prosedur verifikasi persetujuan istri dalam perkara izin 
poligami yang diterapkan di Pengadilan Agama Makassar dan 
meninjau hukum perdata islam terhadap perimbangan hakim dalam 
memastikan bahwa persetujuan memenuhi unsur perlindungan hukum 
preventif bagi istri pertama guna mewujudkan keadilan dalam 
keluarga. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. 
Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Makassar kelas IA. 
Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan 
sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, 
dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data di analisis secara deskriptif 
dalam memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian yang 
dilakukan oleh penulis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Penetapan 
Persetujuan Istri sebagai syarat izin poligami di Pengadilan Agama 
Makassar dilakukan melalui verifikasi substantif di mana hakim tidak 
hanya memeriksa bukti tertulis, tetapi wajib mengonfirmasi secara 
lisan di persidangan guna memastikan kerelaan istri tanpa paksaan. 2. 
Faktor yang mendasari pemberian izin poligami yaitu, terpenuhinya 
syarat alternatif  pasal 4 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 seperti 
kebutuhan biologis mendesak guna mencegah kemudharatan berupa 
perzinaan, serta adanya kondisi objektif istri pasal 5 ayat 2 KHI seperti 
istri sakit parah atau tidak dapat menjalankan kewajiban, dengan tetap 
mengedepankan asas kemaslahatan keluarga. 

Penelitian ini merekomendasikan kepada para hakim agar 
tetap mempertahankan ketegasan dalam verifikasi lisan guna 
mendeteksi tekanan psikis. Khususnya suami yang hendak 
mengajukan izin poligami untuk mengedepankan keterbukaan dan 
kejujuran terhadap istri pertama guna menghindari konflik di masa 
depan. 

 
Kata Kunci : Izin Poligami, Persetujuan Istri, Perlindungan Hukum 

Preventif.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Poligami suatu praktik pernikahan di mana seseorang menikah 

dengan lebih dari satu pasangan yang sah, telah lama menjadi subjek 

perdebatan dalam konteks sosial dan hukum Indonesia. Poligami 

sering dianggap sebagai bagian dari tradisi dan ajaran agama karena 

mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, karena dimasukkan 

ke dalam kerangka hukum nasional bersama dengan nilai-nilai 

Pancasila, ideologi negara Indonesia, ada pertanyaan tentang apakah 

itu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara. Keadilan sosial, 

kemanusiaan, dan persatuan adalah lima prinsip utama yang 

membentuk Pancasila, dasar negara Indonesia. Kehidupan nasional 

dan internasional diatur oleh norma-norma ini, yang juga berfungsi 

sebagai referensi untuk pembuatan dan pelaksanaan hukum. Sebagai 

contoh, 3 sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan 

penghargaan terhadap keanekaragaman agama, dan sila kedua 

“Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” menekankan betapa 

pentingnya melindungi orang-orang yang kurang mampu hak dan 

kesetaraan individu.1 

 
 1 Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Sugiyanto, W., Baihaqi, A., & Rahadian, H. 
(2024). Poligami di Indonesia: Apakah Sejalan dengan Nilai-nilai Pancasila dan Hukum 
Nasional? Polygamy in Indonesia: Is it in Line with the Values of Pancasila and National 
Law?. LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin, 1(2), 94-102. 
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Persetujuan istri merupakan Syarat Kumulatif wajib dalam 

permohonan poligami sesuai undang-undang No. 16 tahun 2019 

perubahan dari Pasal 5 Ayat (1) Huruf a UU No. 1 Tahun 1974.2 

Namun, putusan Pengadilan Agama (PA) dapat mengizinkan poligami 

tanpa persetujuan istri melalui dua jalur hukum: pertama, Pengecualian 

Legal yang sah jika hakim menggunakan dalil Pasal 5 Ayat (2), seperti 

istri tidak dapat dimintai persetujuannya misal: sakit permanen atau 

hilang ingatan atau tidak ada kabar beritanya minimal dua tahun 

(Contoh kasus PA Malang No. 2353/2019)3. Kedua, Terobosan Hukum 

(Judicial Activism) yang terjadi apabila istri sehat dan hadir namun 

menolak, tetapi permohonan tetap dikabulkan. Terobosan ini biasanya 

didasarkan pada kaidah Fikih yang memprioritaskan Menolak 

kemudaratan seperti mencegah zina atau nikah siri liar di atas meraih 

kemaslahatan mempertahankan perasaan istri pertama, yang secara 

implisit menempatkan hak suami untuk menyalurkan hasrat biologis 

lebih tinggi daripada hak istri untuk tidak dimadu, meskipun mayoritas 

hakim tekstualis cenderung menolak jika tidak terpenuhi.4 

 
 2  Undang-undang No. 16 tahun 2019 Perubahan dari Undang-undang No 1 
Tahun 1974 
 3 Juan Maulana Alfedo, S.H., 2022, "Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama, 
Sahkah?", kata kunci Google: "Poligami tanpa izin Pengadilan Agama 
sahkah", https://www.pta-pekanbaru.go.id/11690/poligami-tanpa-izin-pengadilan-agama-
sahkah.html, 30 November 2025. 
 4 Rahima Zahra, dkk, 2024 "Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Izin 
Poligami Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 
692/Pdt.G/2019/Pa.Plh Dan Nomor 0007/Pdt.G/2019/Pa.Lpk)", Jurnal Rechtsvinding: 
Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 6 No. 2, hlm. xx-xx, https://online-
journal.unja.ac.id/RR/issue/view/2006, 30 November 2025. 
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Berdasarkan analisis terhadap kasus-kasus poligami riil di 

Pengadilan Agama seperti Jakarta, Malang, Semarang, 

Sidoarjo,makassar, penyebab suami mengajukan permohonan dapat 

dikategorikan menjadi tiga kelompok utama. Pertama, Alasan Biologis 

(Hiperseksualitas), di mana suami mendalilkan sex drive yang tinggi 

berhadapan dengan keterbatasan fisik atau stamina istri; respons 

hakim terhadap alasan ini menunjukkan disparitas, dengan PA Jakarta 

Timur menolaknya sebagai dorongan nafsu yang tidak memiliki dasar 

hukum, sementara PA Makassar (No. 1916/2025) menerimanya 

sebagai bentuk ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban.5 Kedua, 

Alasan Medis & Psikologis Istri, mencakup kondisi sakit permanen, 

cacat badan, atau gangguan psikologis (seperti skizofrenia atau 

trauma psikis, contoh PA Malang No. 2353/2019); alasan ini hampir 

selalu dikabulkan karena memenuhi Syarat Alternatif Pasal 4 Ayat (2) 

secara tekstual.6 Ketiga, Alasan Legalisasi (Fait Accompli), yaitu ketika 

suami mengajukan poligami resmi hanya untuk mendapatkan 

kepastian hukum setelah terlanjur menikah siri dan memiliki anak; 

alasan ini, jika berdiri sendiri, sering ditolak oleh hakim (seperti PA 

Semarang No. 1321/2020) demi menegakkan asas monogami dan 

 
 5 Yustisi Yudhasmara, 2025, "Poligami Karena Kebutuhan Seksual Yang Tinggi: 
Realitas Atau Rasionalisasi?", "Poligami Karena Kebutuhan Seksual Yang Tinggi Yustisi 
Yudhasmara", https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/poligami-
karena-kebutuhan-seksual-yang-tinggi-realitas-atau-rasion, 30 November 2025. 
 6 Haryani, P. (2020). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Salatiga Dalam 
Mengabulkan Permohonan Poligami Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi 
Putusan Nomor 1027/Pdt. G/2017/PA. Sal.) (Doctoral dissertation, IAIN Salatiga). 

7
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menghukum tindakan penyelundupan hukum, kecuali jika alasan 

darurat lain menyertai.7 

Berdasarkan yurisprudensi dan putusan yang memiliki 

kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), terdapat beberapa 

kasus penting yang menyoroti disparitas dalam penanganan 

permohonan poligami. Pengadilan Agama PA Malang dan PA Sidoarjo 

mengabulkan permohonan, masing-masing dalam Putusan No. 

2353/Pdt.G/2019 dan No. 136/Pdt.G/2020, karena alasan Istri Sakit 

Jiwa dan Istri Trauma Psikis, yang diterima sebagai pemenuhan Syarat 

Alternatif.8 Sebaliknya, PA Semarang (No. 1321/Pdt.G/2020) menolak 

permohonan yang didasarkan pada alasan Legalisasi Nikah Siri (Fait 

Accompli) karena tidak memenuhi Syarat Alternatif.9 Sementara itu, 

kasus Kebutuhan Biologis memicu respons yang bertolak belakang: 

PA Jakarta Timur (No. 1777/Pdt.G/2021) dan PA Makassar (No. 

455/Pdt./2024) menolaknya dengan pertimbangan bukan alasan 

hukum darurat, namun PA Makassar dalam putusan (No. 

1916/Pdt.G/2025) justru mengabulkannya dengan menafsirkan alasan 

 
 7 Arbie, A., & Milhan, M. (2023). Analisis Terhadap Pengabulan Izin Poligami 
dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Telaah Putusan Nomor 41/Pdt. 
G/2019/PA. Rtg). UNES Law Review, 6(1), 3443-3451. 
 8 Yusril, M., Akil, M., Darmawangsa, A., & Maryati, M. (2025). Pertimbangan 
Hakim Menolak Perkara Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Makassar 
Kelas IA Perkara Nomor 455/Pdt. G/2024/PA. Mks). Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah, 1(1), 
11-22. 
 9 Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1321/Pdt.G/2020, 2020, 
pengabulan permohonan izin poligami, suami dan istri menikah secara sah tahun 1988, 
dan permohonan izin poligami dikabulkan setelah mempertimbangkan keterangan para 
pihak, https://www.scribd.com/document/632061726/Putusan-Penetapan-PA-Izin-
Poligami, 30 November 2025. 
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tersebut sebagai istri tidak menjalankan kewajiban.10 Banyak 

kasus menunjukkan ketidakjelasan keaslian surat, tekanan budaya, 

dan ketidaksesuaian prosedur formal dalam verifikasi berkas oleh 

hakim, sehingga memunculkan ambigu dalam keabsahan persetujuan. 

dan makin luasnya perdebatan tentang fungsi persetujuan sebagai 

prasyarat mutlak dalam proses perizinan. Fenomena ini menuntut 

pengkajian mendalam mengenai kualitas proses verifikasi persetujuan 

dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami.11 

Merujuk pada norma hukum dan prinsip ideal yang seharusnya 

dijalankan dalam proses izin poligami. mencakup ketentuan Pasal 5 

Ayat (1) Huruf a UU No. 1 Tahun 1974 perubahan dari uu No 16 tahun 

2019, yang juga diperkuat dan dirinci dalam KHI (Instruksi Presiden 

No. 1 Tahun 1991) Pasal 55-59 tentang ketentuan poligami12 yang 

mengharuskan adanya persetujuan istri sebagai syarat mutlak agar  

suami dapat berpoligami. Sejalan dengan arahan Mahkamah Agung 

untuk menjamin keadilan substantif, sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma ini 

 
 10 Pengadilan Agama Jakarta Timur, Putusan Nomor 1777/Pdt.G/2021, terkait 
permohonan poligami, tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia, penyunting tidak disebutkan, 2021, "Putusan PA Jakarta Timur 
1777/Pdt.G/2021 poligami kebutuhan 
biologis", https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-jakarta-
timur.html, 30 November 2025. 
 11 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2022). Tren izin poligami di 
Pengadilan Agama 2019-2023. https://badilag.mahkamahagung.go.id/tren-poligami-2022, 
04 Oktober 2025. 
 12 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 
Hukum Islam, 1991, Pasal 55–59. 
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menegaskan kewajiban hakim untuk mempertimbangkan secara 

cermat posisi istri sebagai perempuan yang berhadapan dengan 

hukum dalam perkara izin poligami, sehingga hak persetujuan dan 

dampak poligami terhadapnya dipertimbangkan secara adil. Proses 

verifikasi juga mensyaratkan konfirmasi keaslian surat persetujuan 

serta mediasi jika perlu. Hakim wajib menilai objektif apakah 

persetujuan tersebut valid dan layak dijadikan dasar dalam pemberian 

izin poligami. Proses verifikasi persetujuan oleh hakim harus 

dilaksanakan secara transparan dan adil, meliputi pemeriksaan 

keaslian surat dan, bila perlu, mediasi untuk memastikan bahwa 

persetujuan tersebut bukan hasil paksaan sosial atau budaya. Hakim 

bertugas menilai dengan obyektif dan menjadikan persetujuan itu 

sebagai landasan utama dalam memutuskan pemberian izin.13 Hal ini 

didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan hak perempuan 

dalam ranah hukum keluarga. Selain itu, idealnya verifikasi 

persetujuan memperhatikan aspek sosial dan budaya setempat agar 

proses yuridis lebih responsif dan berkeadilan. Prosedur yang ideal 

meminimalisir risiko manipulasi persetujuan istri oleh pihak suami atau 

tekanan sosial patriarkal. Ini sejalan dengan maqasid syariah yang 

menekankan perlindungan martabat dan kesejahteraan keluarga 

dalam peradilan agama.14 

 
 13 Rachman, M. (2020). Analisis Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia, e-
Journal Komunikasi Yustisia, 6(1), hlm. 70. 
 14 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Prosedural Verifikasi 
Persetujuan Istri, 2023. 
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Selain itu pengadilan juga memeriksa ada atau tidaknya 

perjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, dengan syarat 

apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus 

diucapkan di depan sidang Pengadilan. Pada pasal 41 juga 

menjelaskan untuk membuktikan bahwa suami sanggup menjamin 

keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dan pernyataan bahwa suami 

sanggup berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan 

pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah 

ditetapkan.15 Dalam proses verifikasi surat persetujuan istri di 

Pengadilan Agama Makassar, terdapat variasi dan ketidakpastian 

dalam menilai keabsahan surat tersebut. Dalam beberapa kasus, 

hakim memberikan izin poligami meskipun persetujuan istri kurang 

jelas, ambigu, atau bahkan tidak ada, dengan pertimbangan situasional 

seperti keadaan darurat rumah tangga.16 Ketidakjelasan ini 

berimplikasi pada perlindungan hukum istri karena ketentuan 

persetujuan sebagai syarat mutlak belum sepenuhnya konsisten 

diterapkan, sehingga perlindungan hukum menjadi kurang optimal.17 

Pada penelitian Vina Fadilla Hasna Raehany (2025) yang 

membahas mengenai perlindungan hukum bagi istri dalam kasus 

poligami diam-diam. Adanya penyimpangan berupa pemalsuan 

dokumen kematian istri yang masih hidup dan kartu keluarga palsu 

 
 15 Muhadi, M., Sukardi, D. H., & Yusman, Y. (2023). Pemberian Izin Poligami 
Oleh Pengadilan Dikarenakan Alasan Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor 
445/Pdt. G/2021/Pa. Gdt). Jurnal Hukum Malahayati, 4(2), 150-163. 
 16 Raihan, U. (2023). Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Perkara Izin 
Poligami. Jurnal Fiqh Sunnah, 15(2), 78-85. 
 17 Op. Cit. 
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untuk menghindari prosedur izin poligami. Penelitian, tersebut 

menyimpulkan bahwa perlindungan bagi istri pertama bersifat represif, 

yaitu melalui pengajuan pembatalan perkawinan pasca-nikah dan 

pelaporan sanksi pidana atas dugaan penipuan status.18 

Penelitian ini diangkat karena adanya ketidakpastian hukum 

mengenai keabsahan persetujuan istri untuk poligami, yang dalam 

praktiknya di Pengadilan Agama Makassar sering diverifikasi secara 

lemah. Kondisi ini tidak hanya berpotensi melanggar prinsip 

kesetaraan dalam UUD 1945 dan menciptakan ketidakadilan sistemik 

bagi perempuan, tetapi juga berisiko menggerus kepercayaan publik 

terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, riset ini bertujuan 

memperkuat mekanisme verifikasi persetujuan istri agar menjadi syarat 

substantif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sejalan dengan prinsip 

keadilan maqasid syariah. 

نَ النِّسَ  فَاِنْ    اۤءِ مَثْنٰى وَثلُٰثَ وَرُبٰ وَاِنْ خِفْتمُْ الاََّ تقُْسِطوُْا فِى الْيتَٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّ

۝໋ خِفْتمُْ الاََّ تعَْدِلوُْا فوََاحِدَةً اوَْ مَا مَلَكَتْ ايَْمَانكُُمْۗ ذٰلِكَ ادَْنٰٓى الاََّ تعَوُْلوُْاۗ   

Terjemahnya : 

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil 
terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu 
menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu 
senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir 
tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang 
saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. 
Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat 
zalim." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 3). 

 
 18 Raehany, V. F. H. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Suami 
Yang Berpoligami Tanpa Persetujuan Istri dan Pengadilan. Ranah Research: Journal of 
Multidisciplinary Research and Development, 7(2), 1042-1051. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah Berdasarkan pokok permasalahan diatas, 

maka dari itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses penetapan persetujuan istri sebagai syarat 

izin poligami bagi suami di pengadilan agama makassar? 

2. Faktor-faktor apakah mendasari permohonan izin poligami bagi 

suami di pengadilan agama makassar? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penetapan persetujuan 

istri sebagai syarat izin poligami bagi suami di pengadilan agama 

makassar. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendasari 

suami mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan agama 

makassar. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum 

keluarga Islam, khususnya terkait mekanisme pemeriksaan 

persetujuan istri dalam permohonan izin poligami. 

4

6

7
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b. Menjelaskan implementasi hukum poligami secara nyata dengan 

mempertimbangkan aspek aturan hukum, pemikiran filosofis, 

serta kondisi sosial budaya masyarakat. 

c. Menyoroti perwujudan prinsip keadilan dan nilai kesetaraan 

gender dalam konteks budaya lokal masyarakat Makassar. 

d. Memperdalam pemahaman mengenai tantangan dan solusi 

dalam pelaksanaan hukum poligami melalui pendekatan 

Maqasid Syariah. 

e. Menjadi landasan teoritis bagi perbaikan proses hukum dan 

peningkatan perlindungan hak-hak perempuan di masa 

mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menjadi bahan pertimbangan dan saran bagi Pengadilan 

Agama Kelas 1A Makassar dalam mengevaluasi prosedur 

verifikasi persetujuan istri agar lebih transparan dan adil. 

b. Membantu para hakim dalam merumuskan pertimbangan 

hukum yang lebih tepat, objektif, dan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

c. Mendukung penguatan sistem perlindungan hak-hak 

perempuan dalam proses peradilan perkara izin poligami. 

d. Memberikan edukasi dan informasi bagi masyarakat mengenai 

pentingnya keabsahan persetujuan istri dalam pengajuan 

poligami menurut hukum positif. 

7
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